
3. Undang-Undang . 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45); 

bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2017 ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016; 

WALIKOTA SURAKARTA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 

TENTANG 

NOMOR \0·6TAHUN 2017 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

WALIKOTA SURAKARTA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



11. Peraturan ... 

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta 
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Nomor 59); 

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 
47); 

8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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BAB ... 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Surakarta. 
2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerin tah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA 
TAHUN ANGGARAN 2016. 

PERTANGGUNGJAWABAN 
PENJABARAN 

ANGGARAN 
TENT ANG 

PELAKSANAAN 
WALIKOTA : PERATURAN 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta N omor 7 Tahun 2016 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 
2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta 
Nomor 70); 
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Menetapkan 



Pasal. .. 

Rp 230.633.010.036,26 

Rp 225.656.862.034,26 
Rp 17.570.778.832,00 
Rp 208.086.083.202,26 

Rp l.680.456.921.161,00 
Rp 22.546.926.834,00 

Rp 757.743.479.694,00 

Rp 27.733.214.456,00 
Rp 422.475.910.668,00 
Rp 307.534.354.570,00 

Rp 22.713.441.467,00 

Rp 870.396.541.669,00 
Rp 441.570.521,00 
Rp 47.969.414.000,00 
Rp 3.153.707.303,00 
Rp 731.712.896,00 
Rp 20.495.078,00 

Rp 425.502.779.064,00 
Rp l.103.859.741.264,00 
Rp 173.641.327.667,00 
Rp l.703.003.847.995,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

(3)Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pem biayaan Netto 

Jumlah Belanja 
Surplus 

b. Belanja Langsung : 
1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Barang dan Jasa 
3). Belanja Modal 
Jumlah 

(2) Belanja : 
a. Belanja Tidak Langsung: 

1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Bunga 
3). Belanja Hibah 
4). Belanja Bantuan Sosial 
5). Belanja Bantuan Keuangan 
6). Belanja Tidak Terduga 
Jumlah 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 terdiri dari : 
( 1) Pendapatan : 

Pasal 2 

BAB II 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
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SERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NO MOR 10 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA.· ~ .. U. RA ... - .. ~ KARTA, 

~ 
BUDI YULISTIANTO 

Diundangkan di Surakarta 
pada tanggal 1~ Jun\ ~0\7 

ACHMAD PURNOMO i 
Ii.~ \ 

. IKOTA SURAKARTA,f. 

Ditetapkan di Surakarta 
padatanggal 1~ Jun, ~0\7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

(2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dirinci lebih lanjut dalam 
penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

( 1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal3 
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